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ABSTRACT 

 
This research aims to review the absolute competence of the military judiciary in 

Indonesia regarding the adjudication of general criminal offenses committed by 

Indonesian Armed Forces (TNI) members. Currently, this issue leads to legal 

overlap concerning judicial authority between military and civilian courts, as 

stipulated in Article 4 paragraph (4) of TAP MPR Number VII Year 2000 

concerning the Role of the Indonesian National Armed Forces and the Role of the 

Indonesian National Police, and Article 9 paragraph (1) of Law Number 31 Year 

1997 concerning the Military Judiciary. Employing a normative juridical research 

method and utilizing statutory, conceptual, historical, and comparative 

approaches, with a focus on the military justice systems in South Korea and 

Germany, this study seeks to identify and analyze legal regulations for adjudicating 

military members in various countries. Furthermore, this research proposes a 

juridical review of Indonesia's military judiciary's absolute competence for the 

future, connecting it with the theory of authority and the theory of legal reform. 

Therefore, this study is expected to serve as a recommendation for regulatory 

reform within Indonesia's judicial system. 

 

 
Keywords: Judicial Review, Absolute Competence, Military Judiciary, General 

Judiciary, Indonesian Armed Forces Member. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang kompetensi absolut peradilan militer 

di Indonesia dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota 

TNI, yang saat ini menimbulkan ketumpang tindihan hukum terkait kewenangan 

mengadili antara pengadilan militer dan pengadilan umum yang tercantum dalam 

Pasal 4 ayat (4) TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional 

Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan 

menggungakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendeketan 

penelitian perundang-undangan, konseptual, histroris, serta pendekatan komparatif 

yang mengacu pada sistem peradilan militer di Korea Selatan dan Jerman. Sehingga 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum 

dalam mengadili anggota militer dibeberapa negara serta mengusulkan tinjauan 

yuridis kompetensi absolut peradilan militer Indonesia dimasa yang akan 

mendatang, yang kemudian dihubungkan dengan teori kewenangan dan teori 

pembaharuan hukum. Maka dari itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

rekomendasi pembaharuan regulasi untuk sistem peradilan di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Kompetensi Absolut, Peradilan Militer, 

Peradilan Umum, Anggota TNI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Badan Peradilan Militer di Indonesia adalah pelaksana kekuasaan 

kehakiman dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertujuan 

untuk menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan memberikan kepastian 

hukum, serta melindungi hak-hak warga negara dengan memperhatikan 

keamanan nasional.1 Karena tugasnya yang dibentuk untuk mempertahankan 

negara menjadikan anggota militer sebagai komunitas khusus yang mempunyai 

budayanya sendiri, seperti penghormatan terhadap pangkat dan jabatan, loyalitas 

kepada negara, unit, dan sesama anggota, dan melatih kedisiplinan yang tegas 

untuk membentuk ketahanan mental dan fisik. Akibat terciptanya budaya 

tersebut membuat militer mempunyai hukum sendiri yaitu yang tercantum dalam 

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1947 yang menyesuaikan hukum pidana 

militer pada Staatblad 1934, Nomor 167. Sehingga untuk menegakan hukum di 

lingkungan militer tersebut dibentuklah peradilan militer untuk mengadili 

kejahatan militer murni, maupun kejahatan militer umum. 

Pada Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer dikatakan 

bahwa terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM, atau 

seseorang yang tunduk pada kekuasan badan peradilan militer, ditetapkan 

hukum pidana umum.2 Sehingga Menurut Sianturi, tindak pidana militer dibagi 

menjadi dua, yaitu3 : 

1. Tindak Pidana Militer Murni, yaitu meninggalkan tugas tanpa izin dalam 

jangka waktu tertentu (Desersi), pembangkangan terhadap perintah atasan 

(Insubordinasi), meninggalkan pos penjagaan, menolak perintah dinas, tidur 

 

1 Ruslan, Qadir Gassing, (2021), Penerapan Asas Equality Before The Law Pada Sistem Peradilan Militer di Pengadilan 

Militer III-16 Makasar, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2, hlm. 2. 
2 Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. 
3 Dr. Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, Lampung, 2013,hlm. 43-44. 
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saat bertugas jaga, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang militer, 

penganiayaan bawahan, membocorkan rahasia militer/negara, merusak atau 

menghilangkan perlengkapan militer, menyerahkan benteng/pos kepada 

musuh dan kejahatan dalam situasi perang (seperti mundur tanpa izin, 

menyerah kepada musuh), dll. 

2. Tindak Pidana Militer Campuran, merupakan tindakan-tindakan yang 

dilarang atau diwajibkan, yang pada dasarnya telah diatur dalam perundang- 

undangan lain (baik dalam KUHP maupun undang-undang lain yang 

mengatur sanksi pidana militer di luar KUHP), namun diatur kembali dalam 

KUHPM, karena adanya kondisi khusus yang berkaitan dengan dunia 

militer atau karena sifat tertentu yang dimiliki oleh tindakan tersebut. 

Maka dari itu terdapat suatu alasan yang mengakibatkan perlunya 

dibentuk peradilan militer seperi adanya tanggung jawab utama yang signifikan 

untuk melindungi, membela, dan menjaga integritas serta kedaulatan bangsa 

dan negara, yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekuatan bersenjata 

dan metode perang jika diperlukan, dibutukan organisasi khusus yang 

berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat, digunakannya 

alat-alat senjata tajam dalam pelaksanaan tugasnya, diberlakukannya norma 

hukum yang ketat, berat, dan khas yang didukung dengan sanksi pidana yang 

berbeda pula.4 

Menurut Marsekal Muda TNI (Purn) Dr. Sujono, S.H., M.H., CFrA. 

menyatakan bahwa peran pengadilan militer sangat vital untuk 

mempertahankan kredibilitas dan penegakan hukum di tubuh TNI. Apabila 

seorang anggota TNI melakukan tindak pidana, baik yang bersifat militer 

maupun umum, dan tidak dipecat, diharapkan ia dapat kembali ke lingkungan 

militer dengan menjaga integritas TNI. Pengadilan militer dan pengadilan 

umum memiliki sistem pembinaan narapidana yang berbeda, sehingga 

pengadilan militer memiliki urgensi yang tinggi dalam mengadili tindak pidana 

 

 

 

4 Dorkas Y.A. Kalle, Fitria Suriani D, Maria Rosari T. G, Modul Peradilan Militer, Kampus Merdeka, 2024, hlm. 8. 
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yang melibatkan anggota militer.5 Sehingga pemisahan antara peradilan umum 

dan peradilan militer pada awalnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 

karakter masing-masing sistem peradilan, mengingat perbedaan fundamental 

dalam mekanisme pembinaan, disiplin, dan kultur organisasi yang mendasari 

kedua lembaga peradilan tersebut. 

Adapun sejarah dibentuknya peradilan militer di Indonesia dimulai dari 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang pembentukan 

Pengadilan Tentara di samping pengadilan umum, bersamaan dengan itu, 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana untuk 

peradilan militer juga diundangkan. Undang-undang ini menjadi produk hukum 

nasional pertama yang mengatur peradilan militer, menggantikan semua 

ketentuan peradilan tentara yang berlaku sebelum proklamasi kemerdekaan 

Republik Indonesia.6 Pada tahun 1948, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 37 Tahun 1948 yang mengatur struktur dan wewenang 

pengadilan serta kejaksaan di lingkungan peradilan ketentaraan. Setelah 

Republik Indonesia Serikat (RIS) terbentuk pada tahun 1950, terjadi perubahan 

dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan kehakiman. Hal 

ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 

menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1950, yang juga membahas tentang 

susunan dan kekuasaan pengadilan serta kejaksaan di lingkungan peradilan 

ketentaraan.7 

Kompetensi peradilan militer pada masa 1950 dianggotakan angakatan 

perang RIS atau seseorang yang dikatakan sebagai angkatan perang berdasarkan 

undang-undang. Independensi pengadilan pada saat itu cukup baik, hal itu 

dikarenakan apabila terjadi permasalahan hukum mengenai perselisihan 

kewenangan mengadili antar pengadilan militer atau pengadilan umum, maka 

 

 

5 Universitas Gajah Mada, Satria Ardhi N, (2023), Pengadilan Umum Harus Siap Tangani Perkara Militer, 

https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/ Diakses Pada 01 Maret 2025, Pukul 00.56 

WIB. 
6 Pengadilan Militer I-04 Palembang, (2025), Sejarah Peradilan Militer, https://web.dilmil-palembang.go.id/sejarah- 

pengadilan-militer/ Diakses pada 04 Maret 2025, Pukul. 20.28 WIB. 
7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, Tentang Badilmiltun, https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/tentang- 

badilmiltun/ Diakses pada 04 Maret 2025, Pukul 20.35 WIB. 

https://ugm.ac.id/id/berita/pengadilan-umum-harus-siap-tangani-perkara-militer/
https://web.dilmil-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-militer/
https://web.dilmil-palembang.go.id/sejarah-pengadilan-militer/
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/tentang-badilmiltun/
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/tentang-badilmiltun/
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diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia.8 Sistem peradilan militer di 

Indonesia terus melakukan reformasi dengan keadaan yang tidak kondusif 

seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, yang akhirnya melahirkan 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang 

mengubah ketentuan peradilan militer sebelumnya. Maka terdapat pula aturan 

baru yang mengatur bahwa peradilan militer berwenang dalam mengadili tindak 

pidana umum maupun militer.9 

Akibatnya karena kewenangan tersebut, terdapat tuntutan dari 

masyarakat untuk mengadili prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana 

umum untuk diadili di pengadilan umum, hal ini membuat adanya reformasi 

baru yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) yang tertuang dalam Ketetapan MPR 

Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatakan “Prajurit tunduk kepada 

kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan 

tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana 

umum yang diatur dengan undang-undang.”10 Akan tetapi pada prakteknya 

kebijakan tersebut tidak diterapkan hal ini bisa dilihat dari kasus yang 

disidangkan di peradilan militer dalam kasus oknum anggota tentara nasional 

Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum, diantaranya yaitu : 

Pertama, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 269-K.PM.II- 

08/AD/XII/2023, menyatakan bahwa Terdakwa, ST. Han, terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan zina, 

melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 

Juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan 

menjatuhkan putusan penjara selama 7 bulan dengan pidana tambahan 

 

 

8 Digilib Unila, (2011), II Tinjauan Pustakan, http://digilib.unila.ac.id/3164/14/BAB%20II.pdf Diakses pada 04 Maret 2025, 

Pukul. 20.50 WIB. 
9 Tetty Melina L, Arief Fahmi L, Parluhutan Sagala, dll, 2023, Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu (Non 

Yustisiabel Peradilan Militer), Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin, Vol. 3, No. 3, hlm. 2. 
10 Pasal 65 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

http://digilib.unila.ac.id/3164/14/BAB%20II.pdf
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pemecetan dari dinas kemiliteran. Kedua, sesuai dengan putusan Mahkamah 

Agung Nomor 127-K/PMT.II/BDG/AU/XI/2024, menyatakan bahwa 

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana melanggar Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara 

Pidana Juncto Pasal 228 Ayat (1) Juncto Pasal 229 Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan 

menjatuhkan putusan penjara selama 4 bulan dan pidana tambahan pemecatan 

dari dinas kemiliteran. 

Dalam hal ini terdapat ketidaksesuai aturan yang berlaku dengan 

prakteknya, dikarenakan dalam aturan yang terkandung dalam peradilan militer 

masih belum dilakukan reformasi terkait kebijakan tersebut, sedangkan 

peradilan militer di Indonesia diberikan kewenangan absolut untuk mengadili 

anggota TNI, hal ini tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Nomor 

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan : “Mengadili tindak 

pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak 

pidana adalah: a. Prajurit; b. yang berdasarkan undang-undang dengan 

Prajurit; c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang 

dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang d. 

seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi 

atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili 

oleh suatu Pangadilan dalam lingkungan peradilan militer”.11 Sebab itu, 

peradilan militer memiliki otoritas eksklusif untuk mengadili mereka, dan tidak 

ada lembaga peradilan lain yang dapat mengalihkan atau menggantikan peran 

peradilan militer. 

Hal itu tercermin pula dalam Asas Personalitas yang berlaku pada hukum 

militer yang mengatur terkait berlakunya hukum terhadap subjek hukum 

berdasarkan status seseorang. Sehingga bisa dikatakan bahwa seorang militer 

pergi kemanapun dan dimanapun hukum militer akan terus mengikutinya, 

bahwa hukum militer berlaku bagi seseorang berdasarkan statusnya sebagai 

 

 

11 Pasal 9 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.. 
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anggota militer, terlepas dari di mana tindak pidana tersebut dilakukan. Akan 

tetapi tetap saja hal tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh 

MPR dan juga Undang-Undang tentang TNI, yang menyebabkan adanya 

ketidaksesuaian antara aturan normatif (das sollen) dan kenyataan yang ada di 

lapangan (das sein) terkait yurisdiksi Peradilan Umum atas prajurit TNI.12 

Penetapan wewenang untuk mengadili perkara-perkara tertentu di setiap 

lingkungan peradilan menimbulkan permasalahan hukum terkait kekuasaan 

mutlak yang dimiliki oleh masing-masing lingkungan peradilan dalam 

memeriksa dan memutuskan suatu kasus. Wewenang mengadili yang dimiliki 

oleh satu lingkungan peradilan secara otomatis menjadi kekuasaan penuh bagi 

lingkungan peradilan tersebut.13 

Untuk menghindari permasalahan hukum yang lebih kompleks terkait 

hal ini maka tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI yang berupa 

pelanggaran umum seharusnya diadili di Pengadilan Umum bukan militer, 

selain karena adanya ketidak sesuaian dengan aturan yang sudah ditetapkan, hal 

ini juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat seperti munculnya rasa 

ketidakadilan yang disebabkan oleh kekhususan tersebut, menurunnya 

kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia, dan 

menimbulkan persepsi yang negatif terhadap kewenangan absolut yang dimiliki 

aparat militer. Karena kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dari 

kalangan sipil maupun militer, hal ini membuka celah bahwa dua sistem 

peradilan yaitu peradilan militer dan peradilan umum bisa dijadikan satu apabila 

terkait tindak pidana umum. 

Dalam konteks ini, penerapan prinsip equality before the law menjadi 

sangat fundamental, karena prinsip ini menghendaki setiap warga negara 

diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan status, pangkat, atau 

profesi. Prinsip ini secara tegas menegaskan bahwa hukum harus memberikan 

 

 

12 Dalam Skripsi, Yoyon Karsono, “Penerapan Asas Kompetensi Absolut Peradilan Terhadap Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oknum Anggota TNI Pada Peradilan Militer Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2021), hlm. 

5. 
13 Dalam Skripsi, Arian Miftah Adila, “Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana 

Korupsi Yang di Lakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”, Universitas Andalas (2021), hlm. 5. 
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perlakuan yang adil dan setara kepada semua orang, terlepas dari latar belakang 

mereka, baik sebagai anggota militer maupun warga sipil. Dengan demikian, 

sistem peradilan yang membedakan perlakuan hukum berdasarkan status 

kepegawaian atau institusi seseorang pada hakikatnya bertentangan dengan 

prinsip fundamental negara hukum yang menjunjung tinggi kesetaraan dan 

keadilan. Menurut A.V. Dicey, yang menjelaskan terkait Rule of Law memiliki 

tiga prinsip utama, yang salah satunya adalah prinsip persamaan di hadapan 

hukum (equality before the law), yang secara khusus menekankan bahwa setiap 

individu memiliki kedudukan yang setara dalam sistem hukum, tanpa 

memandang status sosial, pangkat, profesi, atau latar belakang apapun. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, setiap 

warga negara wajib tunduk pada hukum yang sama, dan tidak terdapat 

kekebalan hukum untuk kelompok atau golongan tertentu. Prinsip ini menjamin 

bahwa pelaksanaan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak 

memihak, sehingga menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi 

seluruh masyarakat.14 

Penulis secara tegas menuntut hadirnya sistem peradilan yang tidak 

membedakan perlakuan hukum berdasarkan status atau profesi, termasuk dalam 

konteks penegakan hukum terhadap anggota TNI. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peradilan umum memiliki legitimasi yang kuat untuk mengadili tindak 

pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, mengingat substansi kejahatan 

yang dilakukan bukan merupakan pelanggaran murni militer. Pertama, tindak 

pidana umum tidak memiliki kaitan langsung dengan fungsi militer dan tidak 

membutuhkan pemahaman khusus tentang disiplin atau protokol militer. 

Dengan demikian, pengadilan umum secara kompeten dapat memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tersebut sebagaimana mereka menangani 

tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Kedua, pengadilan umum 

menjamin proses hukum yang transparan, independen, dan akuntabel. Berbeda 

dengan sistem peradilan militer  yang cenderung tertutup dan memiliki 

 

14 Muhammad Ishar Helmi, 2013, Penerapan Asas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer, Jurnal Cita 

Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 7. 
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mekanisme internal yang kompleks, pengadilan umum memberikan jaminan 

yang lebih besar terhadap perlindungan hak-hak terdakwa dan transparansi 

proses hukum. Ketiga, pemberian yurisdiksi kepada pengadilan umum untuk 

mengadili tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI akan memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa 

tidak ada perlakuan istimewa atau diskriminatif dalam penegakan hukum, yang 

pada gilirannya akan meningkatkan rasa keadilan dan keyakinan publik 

terhadap supremasi hukum. Dengan demikian hal tersebut mampu untuk 

mengurangi permasalahan yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan 

budaya hukum militer di Indonesia. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini akan mengkaji 

lebih dalam mengenai kompetensi absolut peradilan militer di Indonesia dalam 

mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap 

warga sipil, serta membandingkannya dengan sistem peradilan militer pada 

negara lain yang telah melakukan reformasi dalam penanganannya. Penelitian 

ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat adanya kesenjangan antara 

ketentuan normatif dan praktik di lapangan terkait yurisdiksi peradilan, serta 

untuk memberikan rekomendasi terhadap reformulasi sistem peradilan militer 

di Indonesia. 

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan 

judul “REFORMULASI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN 

MILITER DI INDONESIA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA 

UMUM YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI” 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa masalah penelitian yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peraturan hukum dalam mengadili anggota militer di beberapa 

negara? 

2. Bagaimana tinjauan yuridis kompetensi absolut peradilan militer Indonesia 

dimasa yang akan mendatang? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan masalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peraturan hukum dalam 

mengadili anggota militer di beberapa negara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana reformulasi kompetensi 

absolut peradilan militer Indonesia dimasa yang akan mendatang. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Peneletian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan baik bagi penulis, 

mahasiswa lainnya, juga untuk masyarakat. Sehingga kegunaan yang diperoleh 

atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aspek Teoritis 

Adapun kegunaan secara teoritis ini adalah untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya terkait 

dengan penerapan sistem peradilan militer dan peradilan umum dalam 

menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penulis serta akademisi 

lainnya dalam memperdalam pemahaman terhadap teori yang ada, sehingga 

dapat membantu memperjelas dan memperbaiki konsep-konsep yang 

digunakan dalam disiplin ilmu tertentu, sehingga konsep tersebut bisa 

diterapkan dengan lebih tepat di masa depan. 

2. Aspek Praktis 

Pada aspek praktis kegunaan penelitian diharapkan dapat dijadikan 

sebagai pedoman bagi masyarakat, dan penegak hukum, agar penelitian ini 

dapat diterapkan dalam kebijakan atau praktik di lapangan dalam 

menegakan keadilan hukum khususnya terkait korban tindak pidana umum 

yang dilakukan anggota militer yang diadili di peradilan militer. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk permasalahan yang 

dihadapi oleh masyarakat. Sehingga berdasarkan temuan-temuan penelitian, 

bisa meningkatkan keadilan hukum di Indonesia. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka dapat diartikan sebagai sebuah desain atau struktur. Sedangkan 

pemikiran merujuk pada ide atau gagasan yang dimiliki oleh seseorang, yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk diskusi atau penelitian. Karenanya kerangka 

pemikiran dapat diartikan sebagai suatu struktur yang digunakan untuk 

memandu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sedang disusunnya dan 

disampaikan sebagai informasi mengenai suatu peristiwa.15 

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan fundamental dalam sistem 

peradilan militer di Indonesia, khususnya terkait kewenangan antara peradilan 

militer dan peradilan umum dalam menangani perkara pidana umum yang 

dilakukan oleh anggota militer. Permasalahan ini melibatkan aspek historis, 

normatif, dan praktis yang saling berkaitan. 

Secara historis, peradilan militer di Indonesia telah mengalami 

perkembangan sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Pada awalnya, 

peradilan militer dibentuk untuk mengakomodasi kekhususan sistem kemiliteran 

dan menegakkan disiplin dalam lingkungan militer. Namun, seiring dengan 

perkembangan demokratisasi dan reformasi hukum di Indonesia, tuntutan untuk 

menyesuaikan sistem peradilan militer dengan prinsip-prinsip negara hukum 

modern semakin menguat. 

Secara normatif, terdapat pertentangan pengaturan antara Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan 

kewenangan absolut kepada peradilan militer untuk mengadili semua tindak 

pidana yang dilakukan oleh anggota militer, dengan Ketetapan MPR Nomor 

VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI yang mengatur bahwa anggota militer tunduk pada peradilan umum 

untuk tindak pidana umum. Konflik norma ini menciptakan ketidakpastian 

hukum dan menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum. 

Penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana peraturan hukum 

terkait kewenangan peradilan militer dengan peradilan umum dalam mengadili 

 

15 Dalam artikel Gramedia Blog, Qotrun A, Pengertian Kerangka Pemikiran Cara Membuat Dan Contoh, 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/ Diakses pada 03 Maret 2025, pukul 22.16 WIB. 

http://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/
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tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, merumuskan model 

reformulasi sistem peradilan militer di Indonesia yang ideal, yang mampu 

mengakomodasi kekhususan sistem militer, yang mencakup pemetaan jenis 

tindak pidana yang menjadi yurisdiksi masing-masing peradilan. Adanya 

reformulasi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini juga bersumber dari 

perbandingan sistem peradilan militer di Indonesia dengan sistem peradilan 

militer di negara lain. 

Dalam membahas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis telah 

memasukkan teori – teori yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu : 

1. Teori Kewenangan 

Kewenangan merujuk pada kekuasaan yang sah atau resmi, yang diberikan 

berdasarkan hak dan wewenang untuk mengambil tindakan. Kewenangan ini 

bisa berasal dari peraturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga legislatif 

atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. 

Secara umum, kewenangan mencakup kekuasaan yang lebih luas, baik yang 

berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu maupun sektor 

pemerintahan tertentu.16 

Menurut Bagir Manan mengungkapkan bahwa wewenang mencakup hak 

dan kewajiban. Hak berarti kebebasan untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan, atau meminta pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu. Sementara kewajiban menciptakan kewajiban untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Dalam hukum administrasi 

negara, wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang- 

undangan diperoleh melalui mekanisme seperti atribusi, delegasi, dan 

mandat.17 

Untuk memperoleh kewenangan, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan, 

yaitu sebagai berikut18: 

a. Atribusi, yang merupakan pemberian kewenangan oleh pembuat undang- 

 

16 Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 78. 
17 Dalam Skripsi, B Sihantori, “Bab II Kajian Teori”, Universitas Islam Negeri Fatmawari Soekarno Bengkulu, 2023, hlm. 

14. 
18 Ibid. 
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undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun 

yang baru. Dengan atribusi, kewenangan tersebut melekat pada organ 

pemerintahan yang bersangkutan, sesuai dengan jabatan dan 

kewenangan yang diberikan. 

b. Delegasi adalah proses penyerahan kewenangan yang dimiliki oleh suatu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam 

delegasi, kewenangan yang awalnya dimiliki oleh pihak pertama, 

kemudian dialihkan kepada pihak kedua, dan kewenangan tersebut 

menjadi tanggung jawab penerima delegasi. 

c. Mandat diartikan sebagai pemberian wewenang kepada bawahan. 

Pemberian wewenang ini bertujuan untuk memberikan kewenangan 

kepada bawahan agar dapat membuat keputusan atas nama pejabat Tata 

Usaha Negara yang memberikan mandat tersebut. 

Dalam penelitian ini teori kewenangan digunakan untuk memahami dan 

menganalisis terkait kewenangan absolut yang diberikan kepada peradilan 

militer dalam mengadili anggota TNI. 

2. Teori Pembaharuan hukum 

Pembaharuan hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana, pada dasarnya 

merupakan upaya untuk memperbarui pokok-pokok pemikiran atau sering 

disebut juga pembaruan terhadap konsep dan ide dasar, bukan sekadar 

mengubah rumusan pasal secara tertulis. Walaupun aspek tekstual tetap 

penting, yang menjadi prioritas utama adalah nilai-nilai fundamental yang 

mendasarinya. Dengan kata lain, inti dari pembaharuan hukum terletak pada 

pergeseran nilai-nilai yang dianggap lebih mendesak dan relevan. Ini karena 

esensi hukum sebenarnya terletak pada nilai-nilai yang diusungnya. Hukum 

adalah cerminan dari suatu sistem nilai dalam masyarakat. Ia bukan sekadar 

kumpulan kata-kata tanpa makna. Oleh karena itu, seindah apa pun 

redaksinya, tidak bisa disebut hukum jika tidak mencerminkan dan 

mengandung sistem nilai yang hidup.19 Menurut Barda Nawawi Arief, 

 

19 Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu’man Aunuh, dll, 2020, Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan 

Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, hlm. 2. 
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seorang pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, mengemukakan bahwa 

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya adalah upaya reorientasi dan 

reformasi yang esensial agar hukum pidana senantiasa selaras dengan nilai- 

nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat 

Indonesia. Sehingga pembaharuan hukum di pandang sebagai bagian integral 

dari cita-cita pembaharuan hukum yang lebih luas untuk mencapai 

kesejahteraan dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pembaharuan ini 

harus dilakukan melalui pendekatan filosofis yang berlandaskan Pancasila, 

sosiologis yang memperhatikan realitas sosial dan kearifan lokal, serta yuridis 

yang melibatkan perbaikan substansi dan harmonisasi peraturan perundang- 

undangan.20 Dalam penelitian ini, teori pembaharuan hukum digunakan untuk 

memahami dan menganalisis terkait aturan-aturan yang berkaitan dengan 

peradilan militer serta tentara nasional Indonesia. 

 

F. Metode Penelitian 

 

Metode Penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan 

yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yaitu metode yang berfokus pada studi dokumen hukum untuk menganalisis 

dan memahami norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam 

penjelasan tentang metode penelitian ini, terdapat beberapa poin khusus dan 

rinci mengenai metode yang akan digunakan, antara lain: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat eksploratoris, 

menurut Soejono Soekanto ia berpendapat bahwa penelitian eksploratoris 

adalah penelitian yang dilakukan ketika pengetahuan tentang suatu 

masalah yang akan diteliti masih sangat terbatas atau belum ada sama 

sekali. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan, informasi, dan 

 

20 Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2005, hlm. 4. 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor%3A%22Barda%2BNawawi%2BArief%22
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data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Hasil dari penelitian ini dapat 

memperjelas permasalahan dan memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang fenomena yang diteliti.21 

Berdasarkan gambaran eksploratoris tersebut, dilakukan analisis 

mendalam untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan 

perluasan kewenangan peradilan umum dalam mengadili tindak pidana 

umum yang dilakukan oleh anggota militer. Analisis ini bertujuan untuk 

mengkaji kemungkinan tindak pidana umum tersebut diadili di pengadilan 

umum, sementara pengadilan militer tetap mempertahankan yurisdiksi 

hanya untuk kejahatan militer murni yang bersifat khusus sesuai dengan 

kode etik dan disiplin kemiliteran. 

2. Metode Pendekatan 

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat 

didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan ini 

menggunakan metode pendekatan sebagai berikut : 

a. Pendekatan Komparatif (comparative approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau 

Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau 

lebih negara lain mengenai hal yang sama. Tujuan dari penelitian 

hukum dengan pendekatan komparatif ini adalah untuk 

mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara undang-undang 

yang dianalisis. Selanjutnya, perbedaan tersebut digunakan untuk 

menjawab isu terkait hubungan antara ketentuan undang-undang 

dengan filosofi yang mendasari pembentukan undang-undang 

tersebut. Melalui perbandingan undang-undang ini, peneliti 

diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang konsistensi antara 

filosofi dan undang-undang yang berlaku di satu negara atau lebih. 

Dalam penelitian ini metode pendekatan perbandingan digunakan 

untuk membandinkan sistem peradilan militer di Indonesia dengan 

 

21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2010, hlm. 6. 
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negara lain yang sudah melakukan reformasi terkait kewenangan 

dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota 

militer di pengadilan umum. 

b. Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) 

Metode ini diterapkan dengan memeriksa semua peraturan dan 

peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti). 

Pendekatan perundang - undangan, atau pendekatan undang - undang, 

menganggap hukum sebagai suatu sistem yang tertutup. Menurut 

pendekatan ini, norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait 

antara satu sama lain secara logis, lengkap sehingga kumpulan norma 

hukum tersebut cukup mampu menampung semua masalah hukum 

yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum, dan sistematis 

sehingga norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara 

satu sama lain. Sehingga dalam penelitian ini penulis perlu memahami 

bagaimana aturan yang berlaku terkait kebijakan peradilan milter 

lebih dalam. 

c. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- 

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian 

dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu 

penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan 

dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan 

pemilihannya. Metode ini dilakukan dengan mempelajari konsep- 

konsep hukum seperti teori kewenangan, prinsip equality before the 

law, dan teori atau doktrin lain jika terdapat lagi teori yang relevan. 

d. Pendekatan Historis (historical approach) 

Pendekatan historis adalah metode penelitian atau cara mengkaji suatu 

masalah dengan menelusuri asal-usul, perkembangan, dan perubahan 

yang terjadi dari waktu ke waktu. Pendekatan ini memandang fenomena 

sebagai hasil dari proses sejarah yang terus berubah. Dalam konteks 

penelitian hukum, pendekatan historis digunakan untuk memahami 
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latar belakang terbentuknya suatu peraturan hukum, evolusi konsep 

hukum, atau perkembangan sistem hukum tertentu. Dalam metode 

pendeketan penelitian ini adalah untuk menganlisis bagaimana sejarah 

aturan hukum peradilan militer di Indonesia dibentuk dan perubahan – 

perubahan yang ada dalam aturannya, juga melihat bagaimana 

reformasi peradilan militer di negara lain. 

3. Sumber Data Penelitian 

Dalam pengumpulan sumber dan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data sekunder. Penelitian yang menggunakan jenis data 

sekunder sebagai data utama. Menurut Sugiyono data sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.22 Sumber data sekunder 

merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang 

diperlukan data primer. Adapun yang menjadi sumber data untuk 

mendukung penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer 

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan 

bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya yang mempunyai otoritas. 

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan 

dan putusan hakim23. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 

VII/MPR/2000 

3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; 

4) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- 

Undang Hukum Pidana 

5) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer 
 

 

 

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 225. 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 181. 
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6) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia 

7) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 

8) Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

9) Undang-Undang  Hukum Pidana  Militer  Korea  Selatan atau 

Military Criminal Act (Gunhyeongbeop) 

10) Undang – Undang Hukum Acara Pidana Militer Korea Selatan atau 

Military Criminal Procedure Act (Gunsabeobwonbeop) 

11) Undang-Undang Disiplin Militer Jerman 

(Wehrdisziplinarordnung) 

12) Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jerman (Wehrstrafgesetz) 

13) Undang-Undang tentang Status Hukum Personel Militer Jerman 

(Soldatengesetz) 

14) Asas-Asas Hukum 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber hukum yang 

mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, 

jurnal-jurnal hukum, pandangan para ilmuwan, putusan-putusan kasus 

hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil buku – buku yang relevan 

dengan topik penelitian.24 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder 

yang digunakan adalah buku – buku yang berhubungan dengan militer, 

jurnal atau makalah yang terdapat korelasinya dalam penelitian. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.25 Misalnya 

surat kabar online, data-data dari internet, kamus hukum, kamus besar 

bahasa indonesia, serta kamus bahasa inggris. 

 

 

 

24 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Surabaya, 2005, hlm. 295. 
25 Hukum Online, (2016), Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib- 

dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/ Diakses pada 08 Maret 2025, pukul, 05.44 WIB. 

https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/
https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/
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4. Tahap Penelitian 

a. Tahap persiapan adalah tahap di mana penulis memeriksa dan 

memahami fenomena kasus yang akan dijadikan tema dan pembahasan 

dalam penelitian. 

b. Langkah berikutnya adalah tahap penelitian di mana penulis akan 

melakukan aktivitas penelitian berdasarkan metode, pendekatan teori, 

dan konsep yang telah disusun sebelumnya 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan atau 

yang didefinisikan sebagai proses penelitian yang melibatkan pembacaan, 

pemahaman, dan analisis terstruktur terhadap materi Pustaka, juga teknik 

wawancara kepada pihak terkait apabila diperlukan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih mendalam terkait sistem peradilan militer di Indonesia. 

6. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan yang dilakukan 

dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, 

jurnal, artikel, laporan, dan dokumen lainnya, Kemudian alat pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan buku – buku atau jurnal – jurnal 

terkait seperti google schoolar, schopus, dan lain – lain. 

7. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis 

kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematis terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mengadakan sistematis 

terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

Menurut Soejono Soekanto yuridis kualitatif adalah cara menganalisis data 

dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pemyataan yang terdapat 

dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini 

bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum 
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positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada 

usaha penemuan.26 Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini 

dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian 

kepustakaan yang berkaitan dengan kewenangan sistem peradilan militer di 

Indonesia dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh 

anggota militer seharusnya diadili di pengadilan umum. Dalam 

menganalisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, artinya data 

yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai 

kejelasan masalah yang dibahas. 

8. Jadwal Penlitian 

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) bulan 

dengan rincian jadwal sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut: 

 

Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

Pengajuan Judul       

BAB I       

Seminar Proposal       

BAB II       

BAB III       

BAB IV       

BAB V       

Sidang Skripsi       

 

26 Op.Cit. 
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9. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi 

mengenai data yang diperlukan, dan tempat dimana penelitian akan 

dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini berbasis kepustaktaan yaitu 

perpustakaan Universitas Nusa Putra, Perpustakaan Cisaat Kab. Sukabumi, 

Perpustakaan Kota Sukabumi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

Jakarta, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Perpsutakaan 

Universitas Islam Bandung, Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penelitian yang penulis angkat ini terdiri 

dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Mencakup seluruh aspek pendahuluan seperti latar 

belakang rumusan masalah, serta penambahan bagian 

tujuan,  kegunaan,  kerangka  pemikiran,  dan  metode 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisikan Landasan teori serta kutipan teori-teori 

yang menjadi tolak ukur dalam menjelaskan masalah yang 

akan diteliti. Landasan teori yang menyusun terkait 

tinjauan umum tentang peradilan militer, peradilan umum, 

kompetensi absolut, dan jenis tindak pidana militer. 

BAB III HASIL PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 

PERTAMA 

Berfokus pada rumusan  masalah pertama dengan 

menganalisis peraturan hukum  terkait kewenangan 

peradilan militer dan peradilan umum, praktik peradilan, 
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 dan perbandingan dengan sistem di negara lain. 

 

BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN RUMUSAN MASALAH 

KEDUA 

Membahas rumusan masalah kedua tentang reformulasi 

sistem peradilan militer, mencakup urgensi, aspek-aspek 

yang perlu direformulasi, dan strategi implementasi 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 

tujuan awal penelitian dilakukan dan juga saran yang 

ditujukan untuk penelitian sejenis. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka terdapat 2 kesimpulan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Peradilan militer jika dilihat dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan 

Jerman mempunyai perbedaan yang mendasar dalam menangani 

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Korea Selatan 

masih mempertahankan pengadilan militer khusus (Gunsabeobwon) yang 

beroperasi secara paralel dengan sistem peradilan umum. Sistem ini 

menangani pelanggaran yang berkaitan langsung dengan tugas dan disiplin 

militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana Militer 

(Gunhyeongbeop). Namun, dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan 

atau kekerasan seksual—terutama yang melibatkan warga sipil—yurisdiksi 

dialihkan ke pengadilan sipil untuk menjamin keadilan dan transparansi. 

Reformasi besar dilakukan sejak tahun 2008, termasuk pengenalan sistem 

juri dalam kasus tertentu serta penghapusan wewenang komandan militer 

dalam menunjuk hakim dan jaksa, guna menghindari konflik kepentingan. 

Sebaliknya, Jerman sejak berakhirnya rezim Nazi telah menghapus 

keberadaan pengadilan militer dalam masa damai sebagai bentuk komitmen 

terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Semua 

tindak pidana militer ditangani oleh pengadilan sipil berdasarkan prinsip 

"Hukum Pidana Kesatuan" (Einheitsstrafrecht), sementara pelanggaran 

disiplin ditangani oleh pengadilan administratif militer di bawah 

Kementerian Pertahanan. Jerman juga menerapkan prinsip "Staatsbürger in 

Uniform", yang menegaskan bahwa anggota militer tetap memiliki hak dan 

kewajiban sebagai warga negara. 

2. Sistem peradilan militer di Indonesia masih menghadapi berbagai 

permasalahan mendasar, terutama terkait kewenangan absolut untuk 

mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, tanpa 
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membedakan apakah pelanggaran tersebut bersifat militer atau umum. Hal 

ini menimbulkan potensi ketidakadilan, diskriminasi, serta praktik 

impunitas, terutama ketika korban berasal dari kalangan sipil. Meskipun 

telah terdapat dasar hukum yang membatasi yurisdiksi peradilan militer, 

seperti Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 dan UU No. 34 Tahun 2004, 

implementasinya belum berjalan efektif karena masih bertentangan dengan 

UU No. 31 Tahun 1997 yang menjadi dasar hukum saat ini. Oleh karena itu, 

tinjauan ulang sistem peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak yang 

harus diarahkan pada pembatasan kewenangan peradilan militer hanya 

untuk tindak pidana yang bersifat murni militer, sementara tindak pidana 

umum oleh anggota TNI harus diproses di peradilan umum. tinjauan ini 

harus diiringi dengan pembaruan instrumen hukum seperti penyusunan 

KUHPM yang baru dan revisi Undang-Undang Peradilan Militer, guna 

mewujudkan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip 

negara hukum dan hak asasi manusia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait sistem peradilan militer, maka terdapat 2 

saran yang bisa dipertimbangkan terkait aturan yang mengatur kewenangan 

kompetensi absolut yang tercantum dalam sistem peradilan militer di Indonesia, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Indonesia perlu melakukan pembatasan yang tegas terhadap kompetensi 

absolut peradilan militer sebagaimana diterapkan saat ini. Mengadopsi 

pendekatan seperti Korea Selatan dan Jerman, peradilan militer sebaiknya 

hanya diberi kewenangan untuk mengadili tindak pidana murni militer yang 

menyangkut disiplin, struktur, dan keamanan internal militer. 

2. Diperlukan revisi mendasar terhadap Undang-Undang Hukum Pidana 

Militer yang secara spesifik mengatur jenis kejahatan yang tergolong militer 

dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang saat ini menjadi dasar sistem 

peradilan militer terkait pembatasan kompetensi absolut. Tinjauan ini harus 

memperjelas batasan yurisdiksi, menyesuaikan dengan Undang-Undang 
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Nomor 34 Tahun 2004 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000, untuk 

menghilangkan tumpang tindih norma hukum yang menyebabkan 

ketidakpastian dan konflik yurisdiksi. 
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